
Dipindai dengan CamScanner 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas 
Peraturan Gubemur Nomor 63 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan lndeks K dan Harga 
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi 
Pekebun Kalimantan Barat; 

b. bahwa Peraturan Gubemur Nomor 63 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan 
Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 
Produksi Pekebun Kalimantan Barat sudah tidak sesuai 
dengan kondisi perkembangan saat ini sehingga perlu 
diubah; 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan 
kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada 
masyarakat yang memiliki usaha perkebunan, perlu 
pedoman dalam pelaksanaa.n penetapan Indeks K dan 
harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi 
peke bun; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Mengingat 

Menimbang 

PI RATUrMN OUD j RNUR KALIMANTAN BARAT 
N M R: fj(p TAIIUN 2022 

TENT ANO 

PERU AHAN ATA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN 

TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN 
KALIMANTAN BARAT 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
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A.allTD I P&IWfQKAT D.UltAH 

3. Undnn -Undnng Nomor 12 Tnhun 20 J 1 ·ntang 
P mh ntuknn P rnturnn P runrlnng-undangan 
(IA:mlm un N ·wmt [? •publJk I ndoncoio Tlllwn 2011 
Nomor 82, Turnbuhnn Lemhnrnn N ·11,ar Republik 
Im Ion • In Nomor '>324) H rbn ,of mono •I h dlul» h 
b ·b rnpn knll, t rnkhlr d •ngon Undnng-Undang Nomor 
13 Tnh m 2022 t ntnng Pcrubahnn Kcduc At Undang­ 
UncJun Nomor J 2 'fuhun 201 l L ntung Pcmbentukan 
Pcruturnn Perundnng-Undan on [Lembaran Negara 
R puhlik Indoneaia Tuhun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lcmbnran Ne am Rcpublik Indonesia Nomor 680 l); 

4. Und ng-Undan Nomor 19 tahun 2013 tentang 
Pcrlindun nn dan PcmbercJayan Petani (Lembaran 
Negara Tahun 2013, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Rcpublik lndonc ia Nomor 5435) scbagaimana tclah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
6757); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201 (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 63 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan lndeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah 
Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat (Serita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun .2018 Nomor 63) diubah sebagai _berikut : --~----------------~---.,-..-----1 

Pasal I 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA 
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI 
PEKEBUN KALIMANTAN BARAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Mcntcri Pertanian Nomor 
98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Pcrkebun n, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tohun 2013, Nomor ll80) scbagairnana tclah 
diubah d ngon Peraturnn Menter! Pertanian Nomor: 
21/PERMENTAN/J< .410/6/2017, Tahun 2017 tentang 
P rubahnn Kedua Atos Pcraturan Mcnteri Pcrtanian 
Nomor 98/Pcrmcnt.an/OT.140 /9/2013 tentang Pcdomeri 
Pcrizinan U oh Perkebunan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 796); 

10. Peraturun Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB. 
120/ 1/2018 tentang Pedornan Penetapan Harga 
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi 
Peke bun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 85); 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tentang 
Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377); 

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang 
Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan 
Barat Tahun 1994 Nomor 3 Seri D Nomor 3 ); 

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pemhentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 rentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 
5); 
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.UIITD I 11:KDA. 

Dnlnm P rnturnn Club rnur inl yun dlmuksud d ngan : 
1. Dn ruh ud ilah Pr vln I l{t llm ntun Dora . 
2. 1 tn rintoh Dnernh ndulah Oubcrnur cb al unsur penyelcnggara 

P m rin\ h Do rnh yon m mimpln pelaksanann unsur Pemerintahan 
yon menjadi kewennngun daerah otonom. 

3. Pern rintoh Knbupoten/Koto udalah Pcmerintah Kabupaten/Kota. se 
K limantnn Barat, 

4. Oubernur adalah Oubernur Kalimantan Barat. 
5. Bupnti/W,dikoln adalah Bupati/Walikot.a se Ka1imantan Barat. 
6. Pekebun adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan 

usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai 
skala tertentu. 

7. Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasarna usaha 
antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar 
perusahaan dan atau pekebun kelapa sawit berdasarkan pada azas 
manfaat, berkelanjutan yang sating menguntungkan, saling menghargai, 
sa.ling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Serta dilakukan 
secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati dan 
atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota. 

8. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, 
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala 
tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun kelapa 
sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit. 

9. Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang 
ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun kelapa sawit guna 
memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi Koperasi Pekebun; 
Kelompok Pekebun dan Gabungan Kelompok Pekebun. 

10. Kelompok pekebun kelapa sawit adalah kumpulan pekebun kelapa sawit 
yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan usaha. 

11. Pekebun kelapa sawit mitra inti plasma adalah pekebun kelapa sawit 
yang kebunnya dibangunkan oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra. 

12. Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang 
membangun sendiri usaha perkebunannya. 

13. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disingkat TBS adalah 
tandan buah segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua 
puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan. 

14. Indeks K adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) 
yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun. 

15. Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO 
adalah minY,lilA,,J.Uil~~t.lii.l:W:..---r--------- 

Pnsul l 
1. K t ntunn pn nl 1 dltumbnhkun 4 ( imp; t) ungkt yt kni nngk 39, angka 40, 

on kn \ 1 ion cm k '12, hln 1~1\ h rbvu yl H ·h •Roi b rik t : 

OAD I 
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AIISTU I 

1 . Inti \"m it (I nlm I rn I) nu · lnnjutnyn dis ingknt PK adalnh inti biji 
snwit. 

17. R nd Ill II re wluluh lx mt ro y1111 dnput uihm;ilkun pobrik diba i 
d n nu l rut TB . on dlolnh <Inn dlknliknn 100% ( rntu p r n). 

18. R ml m n Pl\ mlnlnh b rnt PK yon <lnpnt dlbn: ilknn p brik diba i 
I n nu l mt TB on dlolnh dun tllknlik n 1 OO"A ( rntu per n). 

1 , I• on n t (HlB) Ek portlr m n nggun binyn pen iriman ke 
I lt1lmhnn tttjunn. 

20. o t In ur n nnd F ighl ( IF) Ek portir m non un biaya pen irirnan 
nmj oi k pelnbuhnn tujunn, t rrnnsuk binyn n. urnnsl. 

21. kum n ho n ndalnh kontrnk p njuolon Crude Palm Oil (CPO) dan at u 
Palm K m 1 (PK) yan t lnh ditondnlnn ani olch penjuol dan pernbeli, 

rmat rni cukup rtn telah dibubuhkon cop/stempel penjual dan 
pcm Ii. 

22. Tun ~ l dokumcn kontrak CPO dan PK yang digunakan dalarn 
perhitungnn lndeks K adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK 
ditandatan ani, bukan tanggal penyerahan. 

23. Tim Verifikasi Usulan Indeks K yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten 
adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi keabsahan data 
pendukung penetapan Indeks K yang disarnpaikan oleh perusahaan 
perkebunan kelapa sawit di masing-masing Kabupaten. 

24. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun 
Kelapa Sawit Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Tim Provinsi 
adalah Tim yang bertugas menetapkan lndeks K dan Harga Pembelian 
TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalirnantan Barat. 

25. Dinas adalah Dinas yang membidangi perkebunan. 
26. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. 
27. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang membantu Pemerintah Desa 

dan membawahi beberapa RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun 
Tetangga). 

28. Ketua RT adalah orang yang ditunjuk oleh warga untuk memfasilitasi 
kepentingan warga (Rukun Tetangga). 

29. Petugas Perkebunan Kecamatan adalah petugas yang ditunjuk untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi perkebunan dalam wilayah Kecamatan 
atau beberapa Desa dalam Kecamatan. 

30. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat 
GAPKI adalah gabungan pelaku usaha industri sawit secara kelembagaan 
atau suatu wadah organisasi yang berfungsi sebagai refresentasi, wadah 
komunikasi dan advokasi terhadap industri kelapa sawit dalam dan luar 
negeri. 

31. Oabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia yang selanjutnya disingkat 
GPPI adalah kelembagaan industri perkebunan yang bertumpu pada 
kemitraan perkebunan besar, menengah dan kecil sebagai salah satu 
pilar ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. 

32. Assosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia yang disingkat APKASINDO 
adalah kumpulan dari Pekebun Kelapa Sawit dan atau gabungan dari 
Kelompok Pckebun Kclapa Sawit untuk mempcrjuangkan kcpentingan 
Pekebun Kelapa Sawit. 
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ASlSTU l PIUtAICOKAT DA&LUI 
IA 

KARO 
SEKDA 

Pasal 7 
(1) Mekanisme peneta.pan Indeks K dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. 
(2) Tahap penetapan indeks K sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

dari: 
a. tahap verifikasi usulan indeks K antara perusahaan yang 

bersangkutan dengan kelembagaan pekebun/Koperasi Pekebun dan 
disampaikan ke Tim Kabupaten. 

b. tahap verifikasi usulan indeks K sebagaimana dimaksud huruf a 
dilakukan di tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam Serita Acara 
serta ditandatangani peserta rapat dan bersifat final, sepanjang tidak 
ada catatan dan disarnpaikan ke Tim Provinsi. 

c. tahap penetapan indeks K sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan 
oleh Tim Provinsi, 

2. Ketentuan pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga 
pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

33. Serikat Petani Kelapa Sawit yang disingkat SPKS merupakan organisasi 
rakyat yang berbentuk Serikat Petani yang didirikan atas dasar 
kebutuhan bersuma petani kelapa sawit, 

34. lzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B 
ndalah lzin t rtulis dari Pejabat yang berwcnang clan wajib dimiliki oleh 
peru ahnnn perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. 

35. lzin Usaha Pcrkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat 
IUP-P adalah lzin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki 
oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan 
hasil perkebunan. 

36. lzin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah lzin tertulis 
dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan 
perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang 
terintegrasi dengan usaha industri pengolahan basil perkebunan. 

37. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya 
disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada 
peke bun. 

38. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu pabrik 
yang berfungsi sebagai tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) 
kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit kasar / Crude Palm Oil (CPO), 
inti kelapa sawit (Kernel), fiber, dan tempurung sawit. 

39. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan 
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 

40. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat yang disingkat 
ASPEKPIR. 

41. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit yang disingkat ASPESI. 
42. Sistem Informasi Data. Indeks K dan Harga TBS disingkat SIDIKTBS 

adalah sistem aplikasi berbasis web, digunakan sebagai sarana 
penginputan data. usulan indeks K, data realisasi penjualan CPO dan PK 
serta unggah data pendukung dan sebagai media informasi terkait 
lainnya, yang dapat diakses oleh alrun yang terdaftar di sekretariat tim 
peneta.pan harga TBS provinsi. 
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A818Tal I IEKDA 

(3) Tim Kobupnl n bngalmana dlmnksud pada ayat (2) huruf b m lakukan 
vcriflkasl u ulan ind ka K yon df nmpalkan perusaha n, 

(4) Datn p ndukun u ulnn Ind ks K ynng telah div rlfika i bagaimana 
dlmnk ud pndn nynt (2) huruf b dlnnmpatknn 'fim Kahupaten ke 

kr tori t Tim Provln t di Ohio P rk bunun Provln l Kallrnantan arat 
t 1oh dltnndatnn oni o1 h p nun gung [awah peru ahaan, dlketahui 

o1 h I< paln lno ynn m mbklnngl P rk •hunon Kabupaten. 
(5) Data p ndukun u ulnn lndok K b nlm na dlmaksud pada ay t (4) 

ud h dnpat dlt rlma o1oh , ekr turiat Tim Provtnsl paling Jamb t tanggal 
12 etlap bu Jen. 

(6) Dalarn pro penetapan lndek K, harus mcmp rhatikan hal-hal sebagai 
bcrikut : 
a. pen tapan lndeks K harus mengacu pada rumus penetapan Indeks 

K; 
b. harga CPO dan PK (FOB) yang disampaikan perusahaan merupakan 

harga penjualan CPO dan PK FOB Pontianak termasuk PPn yang 
dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada 
periode 1 (satu) bulan sebelumnya; 

c. apabila terdapat penjualan CPO dan PK menggunakan penjualan 
CJF, rnaka biaya angkut dari pelabuhan ke tempat tujuan tidak boleh 
dibebankan dalam perhitungan Indeks K; 

d. besaran biaya CIF sebagaimana huruf c diatas, dapat dicantumkan 
dalam kontrak penjualan sesuai dengan lokasi tujuan dan/atau 
tabel perhitungan harga CPO dan/atau inti sawit. 

e. apabila besaran biaya CIF sebagaimana huruf c diatas tidak 
tercantum, maka biaya CIF dituangkan dalam Serita Acara saat 
penetapan indeks K dan harga TBS. 

f. perusahaan menyampaikan data pendukung usulan penetapan 
indeks K kepada Tim Kabupaten paling lambat H-2 setiap bulan; 

g. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau 
PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan 
perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK 
kepada Tim Provinsi dan Tim Kabupaten paling lambat H-2. 
Perusahaan ini tidak diikutsertakan dalarn penetapan indeks K, akan 
tetapi wajib menghadiri rapat Tim Provinsi; 

h. perusahaan yang hanya melakukan penjulan CPO, tetapi tidak 
melakukan penjualan PK, maka perhitungan indeks K menggunakan 
data perhitungan PK periode yang lalu. 

i. perusahaan yang tida.k melakukan penjualan CPO, tetapi melakukan 
penjualan PK, maka perusahaan tersebut tidak perlu mengusulkan 
indeks K, tetapi wajib melaporkan penjualan PK secara tertulis dan 
wajib menghadiri rapat Tim Provinsi. 

j. apabila indeks K suatu perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% 
dart indeks K rata-rata saat perhitungan, baik batas atas maupun 
batas bawah, maka Indeks K perusahaan tersebut tida.k diikutkan 
dalam penetapan indeks K. 

k. data dari Perusahaan yang telah diverifikasi Tim Kabupaten untuk 
penetapan Indeks K ditabulasi dan dlanalisa oleh Tim Provinsi; 
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I. p biln t rd pat ntntnn darl Tim Kobupotcn/ Kotn, m ka Tim 
Provin I duput m lukukun v rifikn i dntn yung t loh diveriflka ·i Tim 

nbup lt n; 
m. 1 blln 'Nm P ovln I thlnk ,lupr l 111 •lokukon klorifiku i L rh dap 

11 1 l uhnuu lJ but. u kt p u ih nn ·r bu tc p 
t k t I tukrn rlnlnm J n tupnn It ti k 1 K d ngan rn nggunaknn 

rn I k. I( t tit K I f> ru ahunn yonJ' ,ku pad pertodc yong 
• llf pkutnn b lum dlkurungl d vln I 2, 5%. 

n. 1 nblln p ru uhuun L rlumbut (m nyampulkon d I pada 11-2) n u 
tldok m nyr rnpuikun dut l sumu ckuli (6Cf)Unju.ng tld k t rm k 
hurup d nynt ini] l tnp dllkut ortnkan dalam p n tapan Indek K, 
m n - eu nJu n Jnd .k J( tcrtlne I peru nhaan yang lkut p.- do period 
yun b r nn kutnn ob lum dlkurangl deviusl 2,5"/o; 

o. ru ahnnn yung tldak mclakukan kontrok penjualan CPO dan atau 
PK akan tetapl tidak melaporkan atau terlarnbat melaporkan tidak 
m lokuknn kontrnk penjualan sebagaimana batas waktu yang 
di entukan tersebut hurup f ayat ini, dianggap melakukan penjulan 
CPO dan PK sehingga perusahaan tersebut tetap diikutsertakan 
dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K tertinggi 
perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum 
dikurangi deviasi 2,5%. 

p. Perusahaan perkebunan wajib ikut serta dalarn penetapan indeks K 
adalah yang memiliki kemitraan usaha perkebunan dan dalarn posisi 
pabrik sudah operasionai. 

q. Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan 
data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pernberitahuan, maka 
Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan 
untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim Provinsi 
ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan; 

r. Pejabat yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat 
penetapan indeks K adaJah pejabat yang mempunyai kewenangan 
untuk memutuskan indeks K perusahaan yang bersangkutan; 

s. Dinas Perindustrian. dan Perdagangan Daerah wajib menyampaikan 
harga CPO dan PK dunia paling kurang dua kali setiap bulan kepada 
Tim Provinsi. 

(7) Data pendukung usulan indeks K secara lengkap di unggah melalui link : 
SIDIKHTBS dalam bentuk data digital dengan format PDF maksimal 20 
MB. 

(8) Tata cara dan teknis operasional dan unggah data pendukung melalui 
link: SIDIKHTBS sebagaimana ayat (7) diatur tersendiri dalam Petunjuk 
Penggunaan Link SIDIKHTBS. 
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PERAJCOKAT D.UIIAH KARO 

Pasal 9 
(1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit 

Kalimantan Barat dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan. 
(2) Penetapan harga TBS kelapa sawit paling lambat tanggal 7 untuk periode 

I, paling larnbat tanggal 15 untuk periode II, paling lambat tanggaJ 22 
untuk periode III dan paJing lambat akhir bulan untuk periode IV. 

(3) Pemberlakuan harga TBS kelapa sawit untuk penetapan periode I, 
berlaku untuk tanggal 1 sd 7 bulan berjaJan, penetapan periode II, 
berlaku untuk tanggal 8 sd 15 bulan berjaJan dan penetapan periode III, 
berlaku untuk tanggaJ 16 sd 22 bulan berjaJan dan penetapan periode IV 
tanggal 23 sampai akhir bulan berjalan. 

(4) Penetapan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Tim Provinsi dan dihadiri oleh Tim Kabupaten. 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 9 diubah, ayat (6) pasal 9 
ditambah huruf i, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Po nl 8 
Dnta ynn dip rluknn untuk p n topon horgn p mbelian TB kclapa sawit 
produksi Do rnh ndnlnh : 
a. kontrak p njualan CPO d n PK pcriodc I, pcriodc II, pcriode Ill dan 

period IV, haru suduh dicap dan ditand tangani oleh pcmbeli dan 
p njuo.l. 

b. kontrnk penjualnn CPO don PK per periode ebagairnana huruf a diatur 
ebagai berikut: 

(1) Periode I : realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 23 sd akhfr buian 
lalu; 

(2) Periode II: realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 1 sd 7 bulan 
berjaJan; 

(3) Periode III:realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 8 sd 15 bulan 
berjaJan; 

(4) Periode IV:realisasi kontrak CPO dan PK tanggal 16 sd 22 bulan 
berjalan; 

c. Apabila tidak terdapat realisasi kontrak penjualan CPO dan / atau PK 
pada periode penetapan, maka harga yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan harga TBS menggunakan harga rata-rata lelang CPO 
Kharisma Pemasaran Bersarna Nusantara (KPBN) dikurangi biaya angkut 
dan PK menggunakan harga rata-rata lelang PK Dumai, Riau, dikurangi 
biaya angkut. 

d. tanggal dokumen kontrak CPO dan PK yang digunakan dalam 
perhitungan harga TBS adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK 
ditandatangani, bukan tanggaJ penyerahan. 

e. harga penjualan CPO dan PK yang dilengkapi dengan bukti perjanjian 
juaJ beli CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya yang telah 
dikurangi PPn; 

f. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) 
minggu sebelumnya; 

g. rendemen CPO dan PK perumur tanaman. 

3. K t ntuun Po nl 8 diuboh, hlnu n Po ul 8 bcrbunyi ebngai bcrikut: 

PENETAI AN I IAR A J>EM ELIAN T S KELAPA AWIT 
PRO lJKSJ P • J<E UN KALIMANTAN OARAT 
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ABllTEN I 
HltAJfOICAT DUUJI 

HIUI.AKAltM 
KARO 

IIUKIIM IEl<DA 

(6) Dalam penetapan harga TBS, harus memperhatikon hal-hal sebagai 
berikut: 
a. perusahaan mengirimkan data pcnjualan CPO dan PK kepada 

Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada H-2; 
b. perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK tetap 

membuat laporan tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK dan 
menyampaikannya kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat H- 
2, perusahaan yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam 
perhitungan harga CPO dan atau PK, akan tetapi wajib mengikuti 
rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi 
Pekebun Kalimantan Barat; 

c. data penjualan CPO dan atau PK dari Perusahaan akan dianalisa 
oleh Sekretariat Tim Provinsi; 

d. apabila data yang disampaikan oleh perusahaan tersebut diragukan 
maka Sekretariat Tim Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada 
perusahaan yang bersangkutan; 

e. apabi1a Sekrctariat Tim Provinsi mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut rnaka 
perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga 
pembelian TBS; 

f. perusahaan yang tidak mengirimkan data penjualan CPO dan/ a tau 
PK atau terlambat menyampaikan data penjualan CPO dan/ a tau PK 
periode sebelumnya sesuai tenggat waktu penyampaian data yang 
telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut akan tetap 
diikutsertakan dalam perhitungan penetapan harga TBS dengan 
menggunakan data harga penjualan CPO dan atau PK tertimbang 
dari peserta pada saat itu; 

lln, ~n TB~ ynnf tllt lmn ol h J)( l<t bun ell tln1 Im pnbrlk, 
dinyutuknu dnlnm Hp/ I<~, pmln pt lud h ,j, 1011. 

Ind k pruporsl y,111 uu 11u11Juldrn11 lmKlun yt111ij dlh·, 111111 
I h p 1< bun, dlnyntnlmn dnlnm p ruentu 1<; ('M,) rwclu 

p rlocl , b lumnyn. 
l lurgn rntn-rntn P t rtlrnbnng r ulhui l pcnjunlor k 1por 
((• 0) <Inn loknl mo sing-mo Ing p ru nhnnn pr d p rlod • 
dun. mlnggu scbcl imnyn, dl yatnknn dnlam Hp/ Kg. 
I largn rntn-mtn Pl{ tertlmbnng rcoll ntd p njuolun ck por 
(FOB) dnn lok.o\ mnslng-rnn Ing pcru nhaun p tun p lode 
dun min sebclumnyn, dinyntokon dalnm Rp/ K . 
Rcndemen CPO table dlnyatakan dnlam p rscntnse (%) 
Rendemen PK table dlnyatakan do1om per enta e (%). 

RCPO(Tnb) 
RPK(Tab) 

HKP(P) 

H (P) 

f.:( ·l) 

IITB (P) 

l.11 fl (Pj 1'.{((11 'I J(PJ x r~ 1 )(tuhJI t (IIPK(PJ x I Pl (f 11hU, 
cl nt n k tc inn nn : 

( ) P r t tnpun lmrt,1n TB men n1111ul<n11 rumu 1 : 
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ASISTU I PUAKOKAT DUJtAff 

Pasal 10 
(1) Tim Penetapan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit sebagairnana 

dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah Tim Provinsi yang 
dibentuk oleh Gubemur dengan keanggotaan terdiri dari: 
a Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar; 
b. Dinas yang menangani perdagangan Provinsi dan Dinas 

Perindustrian Kabupaten/Kota; 
c. Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota; 
d. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah 

operasional dan melakukan kemitraan; 
e. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI); 
f. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI); 
g. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun dan atau koperasi 

pekebun {KUD) pada masing - masing perusahaan yang ikut Tim 
TBS 1 ( satu) orang; 

h. Apkasindo Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
i. Apkasindo Perjuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
j. SPKS Provinsi, Kabupaten/Kota; 
k. Aspekpir Provinsi, Kabupaten/Kota; dan 
I. Aspesi Provinsi, Kabupaten/Kota. 

(2) Tim Verifikasi Usulan Indeks K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) huruf b tim kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan 
keanggotaan terdiri dari : 
a. Pemerintah Kabupaten / Kota; 
b. Dinas Kabupaten / Kota ; 
c. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah 

operasional dan melakukan kemitraan; 
d. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun/koperasi pekebun 

pada masing - masing perusahaan ( 1 orang ) ; 
e. Apkasindo Kabupaten/Kota; 
f. Apkasindo Perjuangan Kabupaten/Kota; 
g. SPKS Kabupaten/Kota; 
h. Aspekpir Kabupaten/Kota 
i. Aspesi Kabupaten/Kota 

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut : 

g. apabila harga penjualan CPO dan atau PK yang dilaporkan 
perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari rata-rata CPO dan 
atau PK yang meJiputi batas alas dan batas bawah, maka harga 
CPO dan atau PK pcrusahaan ter ebut tidak diikutsertakan dalam 
perhitung n harga pernbelian TBS; 

h. pejabat yon ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat 
perhitungan hnrgn pembclian TBS adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan untuk mcmutuskan harga pembelian TBS perueahaan 
yang bersangkutan; 

i. PKS wajib melaporkan secara tertulis penerapan harga TBS per 
periode yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Provinsi kepada 
Gubemur Kalimantan Barat, melalui Dinas Provinsi. 
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Pasal 18 
(1) Perusahaan Perkebunan clan PKS yang tidak melaksanakan ketentuan 

da1am Pasal 7 ayat (2) huruf a huruf b, ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat 
6 huruf i, Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat 
( 1) dan (2) diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kesatu 
clan kedua dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan 
perbaikan. 

(2) Apabila setelah peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dipenuhi maka atas usulan Kepala Dinas Provinsi untuk dilakukan 
pencabutan izin usaha oleh Gubemur. 

(3) Pekebun Kelapa Sawit / Kelompok Pekebun Kelapa Sawit dan Perusahaan 
Kelapa Sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati 
dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). 

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai 
berikut: 

SANKSI ADMINISTRATIF 

BAB VII 

Pasal 13 
(I) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya adalah kumpulan pekebun 

kelapa sawit swadaya dalam suatu Iuasan kebun, minimal 25 hektar yang 
terikat secara informal, dan bekerjasama atas dasar saling asah, saling 
asih, dan sating asuh untuk keberhasilan usaha perkebunannya yang 
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota; 

(2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), lokasi dan letak kebun harus diketahui oleh Kepala Desa 
setempat pada wilayah kebun kelapa sawit swadaya tersebut; 

(3) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3) bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS 
yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan 
penjualan TBS, pekebun kelapa sawit dan diketahui oleh Kepala Dinas 
yang membidangi perkebunan sesuai dengan kewenangannya; 

(4) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun 
kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
berdasarkan pada azas manfaat clan berkelanjutan yang saling 
menguntungkan, sating menghargai, saling bertanggungjawab dan sating 
memperkuat. 

(5) Format perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
tercantum clalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubemur ini. 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut: 
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BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR &'1 

SON 

Diundangkan di Pontianak 
Pada tanggal 10 r !l.. 
SE ETARIS DAERAH 

NSI KALIMANTAN BARAT, 

,<.OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Dltetnpkan di Pontianak 
puda tanggal Io r-c,1}2 

Agar setiap orang men ctahuinyu, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini d n on p 11 mputnnnyn dulnrn rita Docrah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Peraturan Oubernur ini mulai bcrlnku pada tanggal diundangkan. 

Pasalll 
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